
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG  
PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  

DI BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang :  a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku 

usaha dan kepastian hukum terhadap peraturan 
perundang-undangan di bidang perdagangan dalam 
negeri yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

hukum, perlu mencabut beberapa Peraturan Menteri 
Perdagangan di bidang perdagangan dalam negeri; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perdagangan tentang Pencabutan 4 (empat) 

Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Perdagangan 
Dalam Negeri; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 

2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6994); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 7115); 

6. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 364); 

7. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata 

Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 10); 

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia  

Tahun 2025 Nomor 53); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN MENTERI 
PERDAGANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI. 
 

Pasal 1 
Peraturan Menteri Perdagangan: 

a. Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat 
Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga 
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  
36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin 

Usaha Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 321); 

b. Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum 
Distribusi Barang (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66  
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang 
Ketentuan Umum Distribusi Barang (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 972); 

c. Nomor 25 Tahun 2020 tentang Laporan Keuangan 
Tahunan Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 266); dan 

d. Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran 
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Juni 2025 

 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Œ 
 

BUDI SANTOSO 
 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal                  Д 

 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, 
 

Ѽ 

 

DHAHANA PUTRA 
 

 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR       Ж 
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